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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! SIMALUNGUN

Menimbang: a. bahwa untuk rnelaksanckan  Percturan Daerah  Kabupaten Simalungun
Nomor @ Tahun 201 teniong Retribusi Jusa Usoha “bidang Retribusi
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan
sesuai dengan ketentuan pasal 34 dan pasal” 85 Perda dimaksud perlu

ditindaklanjuti dengan Penerbitan Peraturan Bupati Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada” huruf @,
. perlu diatur dengan membuat petunjuk teknis pelaksanaan Perda Nomor @ -
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bidang Retribusi Pemeriksaan
Kesehatan Hewan dan Penggunaan Rumah Patang Hewan;

c. bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang petunjuk teknis
pelaksanaan Perda Nomor @ Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bidang
Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Penggunaan Rumah Potong
Hewan

Mengingat : 1. Undang-Undang MNomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah :
Otonom  Kabupaten-Kabupaten Dalam  Lingkungan Daerah  Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Namor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 2298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

| diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

| 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

] 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

L Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

] nomor 4844); ‘

4. Undohg-Undong Nomor 33 Tahun 2004 tentang Périmbongcn Keuangan -
Antara Pemerintoh  Pusat don Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara :
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembcron Negara

] Republik lndonesm Nomor 4438);




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan @
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5015);

Und_cng-Unddng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi”
Daerah (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambaohan Lembaran Negora Repu blik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234); :
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia MNormor 3258);

10.

1.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota®  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk f
Indonesia Nomor 4737, '

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun
(Lembaran Doerch Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D
Nomor 16) sebagaimana te kh diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan -
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerch Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah
Kabupaten Si malungun Tahun 201 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Peraturan 'Dq‘erah Nomor @ Tahun 2011 tentang Retribusi Jaso Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 9 Seri D
Nomor?);

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati-Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas,
Fungsi- don Tata kerja Organisasi Dinas-Dinos Daerch Kabupaten
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107). '

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK  TEKNIS
PELAKSANAAN PERDA NOMOR @ TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA BIDANG RETRIBUS! PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN -
PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Dacerch adaloh Kabupaten Simalungun;
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Pemerintah daerah cdalch‘Penyelenggorc Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilon Rokyar Daerah menuret ozas ofonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dolam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

‘Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar  Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Bupati adalah Bupati Simalungun; .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerch yang selanjumyc disingkat DPRD, adaloh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerch Kabupaten Simalungun; .
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsmgkcn‘ SKPD adalah perangkat
daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan don
pemungutan pajak daerah; ,
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas terfentu di bidang perpajokan doeroh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit
dan/atau bakalan, pakan alat dan mesin peternckan, budidaya termak, panen,
pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan,
pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengenddlian dan penanggulangan
penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan
dan perclaton kesehatan hewan, serta keamanan pakan;

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya -
berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
Hewan peliharaan adaloh hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya

- bergantung pada manusia untuk maksud tertentu; -

Ternak odalah  hewan piora  yong  kehiduponnya  yokni  mengenai  tempat

perkembangbickannya serta manfaatnya diatur don diawasi oleh manusia serta dipelihara

khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jase-josa yeng berguna bagi kepentingan

hidup manusic; :

Pemeriksaan . Kesehatan Hewan adalch serangkaian tindakan Pemerintah Daerah untuk

mencegah, memberantas, menolak dan pengobatan panyakit hewan;

Juru perksa kesehatan hewan adaloh Pegawai Pemerintch Daeroh Yang teloh

memperoleh pendidikan khusus mengenai pemeriksaan Hewan;

Petugas ahli adalah Dokter Hewan yang berdasarkan pendidikan dan pengefchuonnyo

sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan baik yang dipelihara oleh masyarackat maupun

Perusahaan Peternakan;

Juru Periksa Daging adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang memperoleh pendidikan

khusus mengenai pemeriksaan daging yang dk.an dikonsumsi masyarakat baik untuk dijual

maupun untuk keperluan adat;

Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan yang disediakan atau dikelola

Pemerintah Daerah yang dipergunckan untuk pemeriksaan kesehatan ternak yang

dipotong;

Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:

a. dilakukan di rumah potong; dan

b. mengk uti cara perryembelhan vang memenuhi kaidah kesehatan masyaraiat veteriner
dan kesejchteraan hewan.

Dalam rangka menjamin “ketenframan batin  masyarakat, pemotongan hewan harus

memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat;

Peternckan Rokyat adalah peternckan yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani

disamping usaha pertaniannyag;

Perusahaan Peternckan adalah usaha peternakan yang dilakukan di tempat tertentu serta

perkembangbiokan ternaknya doan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-
peternak;
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Pengusaha peternak odaloh orang atau badan yang memiliki ternak sebagai berikut:

o Kerbay, Sapi afau Lembu, Kuda dan sejenisnya minimal 250 (dua ratus lima pulub)
ekor; '

¢ Babi, Kambing atau Domba dan sejenisnya minimal 150 (seratus lima puluh) ekor;

o Ayam, ltik dan sejenis unggas lainnya minimal 2500 (dua ribu lima ratus) ekor.
Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan
oleh cacat genetk, proses degeneralif, gangguon metabolisme, trauma, keracunan,
infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan dan
ricketsiq; :

Penyakit hewan menular adalah penydkit yang ditularkan antara hewan dan hewan;
hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui
kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara,
tanah, pakan, peralatan dan manusio; atau dengan media perantara biologis seperti
virus, bakteri, amuba atau jomur,; : :

Penyakit hewan strategis adalch penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian
ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi;

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau
sebaliknya;

Kesehatan Masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan
dan produk dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atou tidak
langsung mempengaruhi kesehatan manusia;

Obat hewan adalah sediaan yong dapat dlgunckon unfuk mengobati hewan,
membebaskan gejda atau memoditikasi proses kimia dalam tubuh yang mellpuh sediaan
biologik, farmakoseutika, premix dan sediaan alami;

Retribusi Pemeriksoon Kesehaton Hewan dan Rumoh Potong hewan selonjutnyo disebut
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan

~ kesehatan hewan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan untuk pemeriksaan

daging ternak;
Retibusi Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut sistem komersil, korena pado dosamya dapat pula disedickan oleh sektor
swasta; '

Masa Retribusi adalah jangka vwrku rerfentu yang seloamanya ditetaplan oleh Kepdla
Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah refribusi yang terutang;

Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang
digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi

~ yang terutang ke Kas Daerch atau tempat kain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah
kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan uniuk selanjutnya disingkat
SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Dcerch Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah
surat keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah’
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang;

Surat Tagihan Retribusi Doerah yang selanjutnva disingkal STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi, dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.




: BAS |
KETENTUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEVW/AR DAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal .2

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memehharo hewan atau ternck wajib diperiksa

. kesehatan hewan atau ternaknya;

(2) Setiap hewan yang okan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh
petugas ahli dan diwajibkan pemotongan di RPH milik Pemerintah Daerah;

(3) Pemotongan hewan dapat dilcksanakan di. luar RPH setelah pemilik dapat menunjukkan
kartu pemeriksaan kesehatan hewan,

(4) Petugas ahli akan melokukon pemeriksaan terhadap seficp hewan yang ckan dipotong,
seteloh pemilknya menunjukkan  Surat- Keterangon dari Kepala Desa/Lturah yang
bersangkutan. ‘

Pasal 3

Untuk hewan ternak yang telch diperiksa kesehatannya diberikan tanda pemériksoon sebagai
berikut :

()  Untuk ternak kerbau, sapi atau lembu dan sejenisnya kartu pemeriksaan;
(2)  Untuk ternak babi, kambing atau domba dan sejenisnya kartu pemeriksaan;
(3)  Unfuk ayam, itik dan jenis unggas lainnya kartu pemeriksaan.

Pasal 4

Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak sebagaimanan dimaksud Pasal 2 ayat (1), dilakukan
dengan ketentuon yang berkala yaitu :

1. Pemeriksacn kesehatan terk odap uscha peternakan dlilokuk on sebagai berrkut:
a. Untuk ternak kerbau, sapi atau lembu dan sejenisnya T (satu) kali setahun;
b. Untuk ternak babi, kambmg atau domba dan sejenisnya 2 (dua) kali setahun (1 kali 6
bulan);
c.  Untuk ayam, itik dan jenis unggas lainnya 2 (dua) kali setahun (1kali 6 bulan).
2. Pemeriksaan Kesehatan terhadap peternakan rakyat dilakukan sesuai dengan kebutuhan,

Poscd 5

Apabila dalam pemerksaan termyata hewan tersebut menderita sakit atau dalom keadaan
bunting dan atau masih produktif, petugas ahli dopat atau harus menolak, memusnahkan
maupun mengobati penyakit hewan,

Pasalé

Dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Deerch ini pemilik hewan berhak
mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli, atas biaya pemilik hewan.

Posal 7

(1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging don anggota-anggota badan lainnya
dari hewan yang sudah dipotong;

(2) Daging dan atau bagian-bagion badan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda
stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh
Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.




BAB il

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehotan. Hewaon dan Rumoh Potong Hewan dipungut
retribusi sebagai pembayaran ctas puczyqn in don penvedoon fasilitos rumah potong hewan
ternak.

Pasal @

() Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayonan penyediaan fasilitas rumah
potong hewan terak atau unggas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah; _

(2) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dilakukan di dalam perusahaan, RPH/RPU dan
di luar RPH/RPU.

(3) Dikecudlikan dari objek Retribusi selsagaimana  dimoksud pada pasal (8) adalah

pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki
dary atau dikelola BUMN,BUMD dan pihak swasta. '

Pasal 10

(1) Subjek Retribusi Pelayconon Retribusi Pemeril<saan Kesehatan Hewan Rumah Potong
Hewan/RPU adalch orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
- penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.
(2) Subjek Retribusi Pelayanan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Rumah Potong
Hewan/RPU adaloh orang pribadi atau Badan yang memkmoh pelayanan pemeriksaan
kesehatan hewan.

Pasal 11
Golongan Retribust

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Rumah Patong termasuk golongan Re’mbusn Jasa
Usaha.

Pasal 12
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis
hewan ternak dan jumlah termak yang akan dipotong,

Pasall3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
() Prinsip don sasaran dalom penetapan tarif Retribusi Rumch Potong Hewan dan
pemeriksaan hewan didasarkan atas tujuan uniuk memperoleh keuntungan yang layak;
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimalsud pada ayot (1) adalah keuntungan yang

diperoleh apabila peloyanan jasa usaha terselaut dilokukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
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Pasal 14

Struktur dan Besarnya Tarit Retribusi

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan pem reriksaan kesehatan hewan
di perusahaa, RPH/RPU dan di luar RPH/RPY, dnerapkon sebagai berikut:

. JENIS HEWAN DAN TARIF RETRIBUSI (PER EKOR)
No. KOMPONEN RETRIBUS! KERBAU/SAPI | BABI | KAMBING/ | UNGGAS
- | /KUDARRp.) | Rp) | DOMBARP) | (Rp.)
1. | Biaya Jasa Pemai'ian RFH/RPU 10,000 6.00 3.000 150
0]
2. |Pemerkscon  Hewon 3000 | 1500 1500 150
- | Perusahoan '
3. |Biaya pemeriksaan  hewan, 7500 | 3.00 1.500 100
daging dalam RPH/RPU : 0 :
4. |Biaya pemeriksaan  hewan, 7500 | 3.00 1.500 100
daging diluar RPH/RPU 0
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 15

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V
© SAAT RETRIBUS! TERUTANG
Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUS!
Pasal 17

Tata Cara Pemungutan -

(1)  Pemungutan retribusi fidak dapat diborongk ar
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan . Surcf Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau
-+~ dokumen lain yong dipersamakan;

(3) . Dokumen lain yang dipersamakan sebogalmono dimaksud podo ayat (2), berupo kuitansi
yang diterbitkan oleh DII"IOS Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;,




4)

Pencetakan blanko SKRD atau dokumen ldinnyo dibebankan kepoda Anggaran Dinas

'~ Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeroh Kabupaten Simalungun;

5)

©)

(D
@)

4

)

©)

Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pada Dinas Perikanan dan
Peternokan Kabupaten Simalungun;

Petugas’ pemungut retribusi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun
yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas. '

Pasal 18
Tata Cara Pembayaran

Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus; _

Retribusi yang terutang dilunasi  selombat-lambatnya 15 (lima  belas) hari  sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

SKRD, SKRDKRB, SKRDKET, STOR, Surat Kepuusan Per betulan, Surat Keputusan Keberatan
dan Putusan Banding yang menyshbutcan umich retribusi vang harus bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu pdling lama 1 (solu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat
Keputusan tersebut;

Kepala Daerch atas permohonan waijib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada
waijib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaraton yang ditentukan

~ terpenuhi;

Petugas pemungut retribusi selanjutnya melakuken penagrhan retribusi kepada waijib
retribusi, kemudian menyetorkan kepad'a Bendahaa Penfnmq pada Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Simalungun;

Bendahara Penerima Dinas Perikanan dan Peternckan Kabupaten Simalungun selanjutnya
menyetor ke kas daerah.

Pasal 19

Sanksi Administretif

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waokiu atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang

ferutang yang tidok otau kurang bcycir don tagihon dengan menggunckan Surat Tagihan
Retribusi Daerah (STRD)

(D
2

(4)

&)

Pasal 20
Tata Cara Penagihan

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran;

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awdl findakan pelaksanaan

penaghan refribusi dikeluarkan segera seteloh 7 (tujuh) hari sejak jatuh  tempo-
pembayaran;

Dalam jangka wakiu 7 (tujuh) hari setelch tanggal surat teguran, wajb rembusu harus
melunasi refribusi yang terutang;

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputuson

~ Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang -

bayar oleh waijib retribusi pada wekiunya daepat ditagih;
Penagihan retribusi dengan surat paksa dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.




BAB Vi
PEMANFAATAN
Pasal 21

Pemanfaatan dari masing-masing dari jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegratan yang
berkaitan langsung dengon penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
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BAB Vil
KEBERATAN

Pasal 22 |
Waijb Retribusi tertentu dapat mengdju%l(cmkeberatcn haya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dok umen lain yong di persamakan;
Keberaton diajukan secara tertulis dalam bohasa Indonesia dengan disertai alsan-alasan
yang jelas;
Keberatan harus diajukan dclam jongko wakiu paling lama 3 (figa) bulon sejok tcnggal
SKRD diterbitkan, kecudli jika Wajib Refribusi tertentu dapat menunjkkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
Keadaan di luar: kekuasconnya sebag cimena dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keodaoan yang terjadi di fuar k ehendak atou ke kus ssen Vajib Retribusi;

'Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban memoayar Retribusi dan pelaksanaan

penagihan Retribusi.

Pasal 23
Bupati dalam jangka waktu paling lama (6) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan; '
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian

hukum bagi Waijb Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi kepu’ruson oleh

Bupati, :
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa ‘menerima seluruhnya atau sebogon
menolak atas menambah besarnya Retribusi yang terutang;

Apabila jangka wakiv sebagaimana dimaksud: pada ayat () telah lewat dan Bupati tidak
meberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24
Jka pengajuan keberatan dikabutkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Retribusi dikembalikan dengan ditambch imbalan bungan sebesar 2 % (dua persen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) hari;
imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejok bulan pelunasan

~ sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X '
PENIGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Waijib Rembus.l dapat mengajukan permohonan

-pengembdlian kepada Bupati;

Bupati dalam jangka wokiu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan

pengembalion kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan;
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- Apabila jangka wakiu sebagoimana dimaksud ayat (2) telah ditampaui dan Bupdﬁ tidak

memberkan suatu  keputusan, permohorian  pengembalion  pembayaran  Refribusi

‘dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau S}\RDLB harus diterbitkan dalam jangka wakfu;

paling lama 1 (satu) bulan;

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retnbusu iomnyc kelebihan -pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;

Pengemblian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dilakukan dalam jangka wokfu paling lcxma 2 (du ) ulan sejak dstc-rblﬂ\ annya SKPDLB atau
SKRDLB; '

Jka pengembclcn kelebihan pemboyoron Retribusi dllokukon setelah. lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keferlc:mbcfcn
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pengembalian sebagaimana dimcksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.;

Atas perhitungan sebagaimana ayat (1\ diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku
juga sebagai bukti pembayaran.
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BAB X |
KADALUWARSA
Pasal 26

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retritusi; ‘

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika:

a. Diterbitkan surat teguran; atau

b, Ada pengakuan utang Retribusi dari Waijib Retribusi baik lcngsung maupun tidak
3)

langsung.
Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g,
kadaluwarsa penagihan dihitung sejck tanggal diterimam /o Surat Teguran tersebut;
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai’ utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -

Chorof b, dopat diketohui dari pengajuen  permohonan angsuran  atou  penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

" sudah kadaluarsa dapat dihapuskan:

Bupati menetapkan Keputusan Penghapuson Piutang Retribusi Daerah yang sudah
kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). '

| BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
| Pasal 28

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk  menguji. kepatuhan  pemenuhan
kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan fentang
Retribusi Daerah;
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(2) \/Vo b Retribusi yang dlperl‘< 3 wajib |
a. /\/\emperhhofkan dany/atciu meminjamk an buku aiau cafcrtan, dokurnen yang menjadi
dasar dan dokumen lain vang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. Memberikon kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perly
dan memberikan bantuan guna kelencaran peine rilcsaan; dan/atau

©

c. Memberikan ketarangan yang diperlukan.: —» : ¥

o
Ll

BAB Xit -
PENINJAUAN TARF RETRIBUS
Pasal 29

M Tarif Retribusi ditinjau kembali paling loma 3 (llg(]) tahun sekali;
(2) Peninjaun tarif Retribusi sebagaimana dimaksud poda ayat (1) dilakukan  dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perkonomian.

o

~ BAB Xl
- KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

“ada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Retribusi yong masih terutang berdasarkan Peraturan

Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dopct ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun
terhitung sejok saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan ditetapkannya Percturan Bupaii ini, make segala kelentuan dan Paraturan yang

bertentangan dengan Peraturan. Bupoh ini, dicabut dan din yatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetopkan.

-Agar setiap orang dapét mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.
Diletapkan di Pamatang Raya'
pada tanggal 2012
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dto
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